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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan fitur layanan pembinaan
kinerja pegawai negeri sipil pada aplikasi e-Kinerja. Lokasi penelitian ini adalah Direktorat Kinerja Aparatur
Sipil Negara di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Teknik
pengumpulan data melalui ialah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan model analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menganalisis
implementasi kebijakan dari 4 (empat) aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan
struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini ialah implementasi fitur layanan pembinaan kinerja pada
aplikasi e-Kinerja belum diterapkan secara optimal dinilai dari aspek komunikasi, sumber daya, dan
disposisi kurang optimal karena masih terdapat indikator yang belum berjalan baik. Sedangkan pada aspek
struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik karena hirarki dan SOP mendukung alur layanan pembinaan
kinerja yang baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah
peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai fitur layanan pembinaan kinerja, menanamkan mindset
pentingnya pembinaan kinerja bagi diri sendiri dan bawahan, peningkatan peran atasan dalam memberikan
pembinaan individual, pengembangan aksesbilitas aplikasi e-Kinerja.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pembinaan Kinerja; Aplikasi e-Kinerja.

Implementation Policy of the Civil Servant Performance Development
Service Feature in the e-Kinerja Application at the Directorate of State
Civil Apparatus Performance State Civil Service Agency

Abstract

This study aims to examine the implementation policy of the civil servant performance development service
feature in the e-Kinerja application. The research was conducted at the Directorate of Civil Servant
Performance within the National Civil Service Agency. A qualitative methodology was employed in this study.
Data collection techniques included interviews, observation, and document analysis. The analytical framework
used was Edward III's (1980), which analyzes policy implementation through four aspects: communication,
resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the implementation
of the performance development service feature in the e-Kinerja application has not yet been optimal. This is
evident from the suboptimal performance in the aspects of communication, resources, and disposition, as
several indicators have not been functioning effectively. However, the bureaucratic structure aspects has been
well-implementes, as the hierarchy and standar operating procedures (SOP) support an effective performance
development service flow. Several efforts that can be undertaken to adresss these issues include enhancing the
dissemination and education regarding the performance development service feature, fostering a mindset that
emphasizes the importance of performance development for both individuals and their subordinates,
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strengthening the role of supervisors in providing individual guidance, and improving the accessibility of the

e-Kinerja application.

Keywords: Policy implementation; civil servant performance development; e-Kinerja.

A. PENDAHULUAN

Manajemen sumber daya manusia (SDM)
adalah serangkaian proses dalam mengelola
pegawai untuk menggali dan mengembangkan
potensi setiap individu, supaya mereka dapat
memberikan terbaik
mencapai tujuan organisasi (Siagian, 2014).
Salah satu aspek utama dalam manajemen SDM
adalah pembinaan kinerja. Pembinaan pegawai
merupakan sebuah tindakan, proses, hasil, atau
penyataan seseorang akan menjadi lebih baik
yang menunjukkan adanya kemajuan,
peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas
berbagai kemungkinan untuk berkembang
(Thoha, 2022). Seiring perkembangan
teknologi informasi dalam
pemerintahan, pembinaan kinerja ASN telah
didigitalisasikan melalui aplikasi e-Kinerja
yang disediakan oleh Badan Kepegawaian
Negara (BKN). BKN merupakan instansi
pemenrintah non-kementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen negara
dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku (BKN, 2021).

kontribusi dalam

sistem

kepegawaian sesuai

Direktorat Kinerja ASN selaku salah satu unit di
BKN yang memiliki kewenangan untuk
mengelola dan mengembangkan aplikasi e-
Kinerja. Penerapan e-Kinerja ini merupakan
transformasi proses manajemen kinerja yang
sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis
digital, sehingga mendukung prinsip efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas. Melalui fitur-
fitur seperti penyusunan SKP secara digital,
pemantauan kinerja harian, serta dokumentasi
kegiatan pembinaan kinerja, aplikasi e-Kinerja
memfasilitasi pelaksanaan pembinaan kinerja
secara  sistematis dan  berkelanjutan.
Pemanfaatan data kinerja yang terekam dalam

e-Kinerja juga memberikan dasar objektif bagi
unit yang menggunakannya dalam merancang
program pembinaan kinerja, pengembangan
kompetensi, dan perencanaan karier pegawai.
Dengan demikian, digitalisasi manajemen
aplikasi e-Kinerja tidak hanya
berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga
menjadi bagian dari strategi pengelolaan SDM
berbasis merit sesuai yang termuat dalam UU
Nomor 20 Tahun 2023 dan Permenpan RB
Nomor 6 Tahun 2022. Pelaksanaan manajemen
kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia
diatur  secara  komprehensif = melalui
Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Regulasi
ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa

melalui

pembinaan kinerja harus dilakukan melalui
berbagai metode terstruktur, mencakup
bimbingan kinerja (coaching, mentoring, dan
training) serta konseling kinerja. Untuk
mendukung kebijakan ini dan memfasilitasi
prosesnya secara digital, seluruh mekanisme
pembinaan tersebut telah diintegrasikan
dalam fitur layanan pembinaan kinerja pada
aplikasi  e-Kinerja. Keberadaan fitur ini
seharusnya berfungsi sebagai wadah sentral
yang memudahkan pegawai dan atasan dalam
mengajukan, memantau, dan
mendokumentasikan setiap proses pembinaan.

Namun, pra-penelitian menunjukkan adanya
fenomena kontradiktif yang menarik. Pegawai
di Direktorat Kinerja ASN, ironisnya sebagai
bertugas
mengembangkan aplikasi e-Kinerja itu sendiri,
justru tidak memanfaatkan fitur pembinaan

unit  yang mengelola  dan

kinerja digital tersebut. Mereka lebih memilih

metode manual, yaitu mengajukan,

mengusulkan, dan memantau pembinaan
kinerja secara informal melalui dialog kinerja
dengan Situasi  ini

langsung atasan.
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menimbulkan pertanyaan krusial: mengapa
unit yang paling bertanggung jawab terhadap
aplikasi justru mengabaikan fitur penting di
dalamnya? Kegagalan pemanfaatan fitur ini, di
instansi yang seharusnya menjadi role model
digitalisasi, mengindikasikan adanya
hambatan  serius implementasi
kebijakan dan integrasi sistem.

dalam

Untuk menganalisis Kkesenjangan antara
kebijakan dan praktik di lapangan ini,
fenomena tersebut akan dikaji menggunakan
kerangka implementasi kebijakan
Edward III, yang meninjau interaksi melalui
empat variabel kunci: komunikasi, sumber
daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan
struktur birokrasi. Berangkat dari latar
belakang masalah dan kerangka analisis ini,
penelitian ini bertujuan meneliti secara
mendalam bagaimana proses pembinaan
kinerja pegawai dan dinamika implementasi
yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini
diberi judul: “Implementasi Kebijakan Fitur
Layanan Pembinaan Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Pada Aplikasi e-Kinerja di Direktorat

model

Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawaian Negara”.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
studi dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini ialah menurut
Sugiyono (2007) yakni data reduction, data
display, dan conclusion drawing/verification.
Model analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah model implementasi kebijakan
Edward III (1980) yang menganalisis
implementasi kebijakan dari 4 (empat) aspek
yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau
sikap, dan struktur birokrasi dengan mengacu
kepada Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022.

C. PEMBAHASAN
Pada bagian pembahasan ini, penulis akan
menjelaskan pembahasan yang sesuai dengan
kondisi sebenarnya di lapangan yang dilakukan
selama proses penelitian yang berlangsung
terkait implementasi fitur layanan pembinaan
pegawai negeri sipil pada aplikasi e-Kinerja di
Direktorat Kinerja ASN BKN. Hasil penelitian
didasarkan sesuai dengan regulasi yang
mengatur tentang layanan ini yakni Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
(PAN RB) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Surat Edaran Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023
Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan
Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.
Dari hasil wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi ditemukan permasalahan bahwa
pegawai Direktorat Kinerja ASN selaku unit
yang mengelola dan mengembangkan aplikasi
e-Kinerja tidak menggunakan fitur layanan
pembinaan kinerja di aplikasi e-Kinerja.
Padahal, ada beberapa pegawai yang
seharusnya membutuhkan pembinaan kinerja
karena tidak berkinerja dengan baik. Selain itu,
pada implementasinya yang dapat
mengusulkan pembinaan kinerja melalui fitur
layanan pembinaan kinerja di aplikasi e-
Kinerja ini hanya atasan saja, pegawai tidak
dapat mengajukan pembinaan kinerja. Hal ini
tidak sejalan dengan Permenpan RB Nomor 6
Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa
pegawai juga dapat mengajukan bimbingan
kinerja pada pembinaan kinerja. Oleh karena
itu, permasalahan ini dapat dinilai kesuksesan
dalam implementasi fitur layanan pembinaan
PNS pada aplikasi e-Kinerja dengan model
Edward III, yaitu aspek yang dinilai ialah
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
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struktur birokrasi. Berikut penjelasan secara
mendalam melalui aspek dari model Edward
II:

Komunikasi -
T

Sumber Daya

\ lmplcm entasi

l)l\pmm (Sikap)

o

Struktur Birokrasi

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan

1.

Edward III
Sumber: Impelementing of Public Policy,
Edward 111 (1980)

Komunikasi

Edward III (1980) menjelaskan bahwa
komunikasi adalah proses penyampaian
dan penerimaan informasi antara pembuat
kebijakan dengan pelaksana Kkebijakan.

Selama proses komunikasi pemberi
informasi harus memastikan bahwa
penerima informasi telah memahami

dengan jelas informasi yang disampaikan.
Sosialisasi terkait fitur layanan pembinaan
kinerja di Direktorat Kinerja ASN dilakukan
setiap hari senin pagi dan jumat siang.
Sosialisasi dilakukan secara tidak formal
ketika  dialog  kinerja  berlangsung.
Meskipun sosialisasi telah diberikan
namun masih ada beberapa pegawai yang
kurang mengerti dengan layanan ini tetapi
tidak ingin bertanya lebih detail karena
rendah menganggap
seharusnya mereka paham dengan semua
hal yang berhubungan dengan kinerja dan
juga kurang bertindak proaktif ketika
mendapatkan informasi terbaru. Terdapat
pula pegawai yang kurang mengerti karena
faktor umur dan faktor mutasi pegawai
yang membuat dirinya belum menguasai
betul segala hal terkait dengan kinerja.
Selain itu, dari hasil observasi yang telah
dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa

merasa diri,

2.

tanggung jawab atasan yang lebih berat
dibandingkan = pegawainya
atasan tidak bisa mengamati proses kerja
masing-masing pegawai, atasan hanya
melihat dari hasil kerjanya saja. Oleh
karena itu jika pegawai tidak bertindak
untuk bertanya atau berdiskusi lebih dulu
dengan atasan maka pegawai ini akan
merasa kesulitan dan tertinggal dari
pegawai-pegawai lainnya.

membuat

Sumber Daya

Menurut Edward III (1980) mengatakan
bahwa jika komunikasi telah dikukan
dengan jelas namun
implementasinya daya dalam
menjalani hal tersebut kurang memadai
maka implementasi kebijakan tersebut
akan terhambat. Sumber daya yang baik
sangat berpengaruh pada jalannya
implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil
wawancara dan hasil observasi yang telah
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa
sumber daya manusia di Direktorat Kinerja
ASN merespon dengan baik terkait fitur ini
namun dalam implementasinya seluruh
pegawai tidak menggunakan fitur tersebut.
Mereka beralasan bahwa proses dialog
atau komunikasi kinerja secara langsung
dengan atasan dianggap lebih praktis dan
efisien dibandingkan dengan
menggunakan fitur layanan pembinaan
kinerja PNS di aplikasi e-Kinerja. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun
kompetensi dan pemahaman pegawai
terhadap fitur layanan ini cukup baik,
masih  terdapat Kkesenjangan antara
penerimaan terhadap kebijakan dan
implementasi  aktual di lapangan.
Sementara itu, dari segi sarana dan
prasarana, Direktorat Kinerja ASN telah
memiliki infrastruktur yang memadai
untuk mendukung operasional aplikasi e-
Kinerja, termasuk jaringan internet,

190

dalam
sumber



G @ o
‘ KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

esseeass. POLIMTEKNIK STIA LAN BANDUNG .sos0000°

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

perangkat komputer, serta dukungan
sistem internal. Selain itu, unit layanan
teknis juga dinilai responsif dan sigap
dalam menangani berbagai kendala teknis
yang mungkin muncul selama penggunaan
aplikasi, seperti eror sistem, kesulitan
login, atau masalah kompatibilitas data. Hal
ini menunjukkan bahwa aspek sumber
daya non-manusia, khususnya teknologi
dan dukungan teknis, telah berjalan cukup
optimal dan mendukung Kkelancaran
implementasi aplikasi. Dengan demikian,
meskipun dari sisi fasilitas dan dukungan
teknis telah terpenuhi, masih diperlukan
upaya untuk mendorong pemanfaatan fitur
layanan pembinaan kinerja secara lebih
aktif dan menyeluruh oleh para pegawai
agar sejalan dengan maksud dan tujuan
kebijakan tersebut.

Disposisi atau Sikap

Edward III (1980) mengungkapkan bahwa
jika pelaksana kebijakan bereaksi positif
terhadap suatu kebijakan, mereka akan
lebih  mungkin untuk melaksanakan
kebijakan tersebut sesuai dengan pembuat
kebijakan. Namun, jika sikap atau reaksi
mereka negatif maupun berbeda dengan
pembuat  kebijakan = maka  proses
implementasi kebijakan tersebut maka
akan jauh lebih rumit. Sikap seseorang
dalam  menerima  kebijakan  baru
cenderung akan menolak kebijakan
tersebut karena sudah nyaman dengan
kondisi atau kebijakan yang sebelumnya.
Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara
dan observasi yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa pada aspek disposisi
atau sikap, sebagian besar pegawai di
Direktorat Kinerja ASN belum
menunjukkan kemauan yang kuat untuk
memanfaatkan fitur layanan pembinaan
kinerja pada aplikasi e-Kinerja. Meskipun
mereka memahami fungsi dari fitur
tersebut, tapi pada implementasinya para

pegawai lebih memilih untuk melakukan
proses pembinaan secara manual melalui
dialog kinerja langsung dengan atasan dan
melaporkannya secara verbal, karena
dianggap lebih praktis. Beberapa alasan
yang muncul antara lain persepsi bahwa
penggunaan fitur terasa merepotkan,
adanya anggapan bahwa mereka tidak
memerlukan pembinaan, serta
keterbatasan akses karena aplikasi e-
Kinerja hanya dapat digunakan melalui PC
atau laptop, yang tidak selalu mudah
diakses setiap saat. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun pemahaman teknis
terhadap kebijakan sudah ada, sikap atau
disposisi pelaksana kebijakan belum
sepenuhnya mendukung pelaksanaan yang
optimal.

Meskipun demikian para pegawai terbuka
terhadap arahan atasan. Jika pembinaan
diusulkan oleh atasan, mereka umumnya
akan menerima dan mengikuti arahan
tersebut, dengan alasan bahwa usulan dari
pimpinan bersifat positif. Meskipun hal ini
mencerminkan adanya sikap yang
menghargai struktur hierarki, tetap saja
belum mencerminkan kesadaran internal
atau inisiatif pribadi dalam memanfaatkan
fitur layanan pembinaan yang telah
disediakan. Oleh karena itu, jika merujuk
pada teori implementasi kebijakan Edward
III, dapat disimpulkan bahwa aspek
disposisi atau sikap belum berjalan secara
optimal. Sikap pelaksana kebijakan yang
pasif dan hanya bersifat responsif terhadap
arahan atasan menunjukkan bahwa
dukungan terhadap kebijakan belum
sepenuhnya tumbuh dari kesadaran
individu, sehingga dapat menjadi kendala
dalam efektivitas implementasi fitur
layanan pembinaan kinerja pada aplikasi e-
Kinerja.

191



(&
¢ KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 9.0

esazait. POLIMTEKNIK STIA BANDUNG .::os::2

Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi MultiStakeholder Untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

— 4. Struktu Birokrasi

Struktur  birokrasi dapat  menjadi
penghambat para pelaksana Kkebijakan
meskipun pelaksana kebijakan tahu apa
yang harus dilakukan, memiliki sumber
daya yang memadai (Edward III, 1980).
Edward IIl juga mengatakan bahwa dua
penghalang utama dalam  struktur
birokrasi ialah SOP dan fragmentasi
organisasi. Meskipun SOP diciptakan untuk
mengatur keseragaman tetapi terdapat
kemungkinan menjadi belenggu karena
instansi akan tetap mempertahankan
aturan atau struktur yang sudah ada
meskipun terdapat perubahan yang sangat
dibutuhkan. Sementara itu, fragmentasi
birokrasi dapat muncul jika terdaoat
tumpang tindih tupoksi dan komunikasi
yang tidak berjalan dengan baik.

SOP terkait pengajuan maupun usulan
pembinaan kinerja pegawai telah secara
jelas diatur dalam Permenpan RB Nomor 6
Tahun 2022 secara sistematis, mulai dari
prosedur pengusulan, pelaksanaan, hingga
evaluasi hasil pembinaan. Kejelasan
regulasi ini memberikan pedoman yang
bagi setiap instansi, termasuk Direktorat
Kinerja ASN, untuk menjalankan proses
pembinaan kinerja. Dengan adanya dasar
hukum dan mekanisme kerja yang pasti,
struktur layanan
pembinaan kinerja pegawai dinilai telah
berjalan dengan baik. SOP yang telah
tersedia tidak hanya memudahkan proses
administratif, tetapi juga memberikan
kepastian prosedural bagi pegawai dan
pimpinan dalam menjalankan peran
masing-masing. Selain itu, keberadaan
struktur birokrasi yang tertata
memungkinkan koordinasi antarunit dan
antarjenjang jabatan berlangsung secara

birokrasi dalam

lebih  efektif, sehingga mendukung
kelancaran implementasi kebijakan
pembinaan kinerja. Maka dari itu,

berdasarkan tinjauan terhadap regulasi
dan praktik di lapangan, dapat disimpulkan
bahwa aspek struktur birokrasi dalam
pelaksanaan layanan pembinaan Kkinerja
pegawai telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan berfungsi secara optimal
sebagai pendukung
keberhasilan kebijakan.

instrumen

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian  ini bahwa
implementasi fitur layanan pembinaan kinerja
pada aplikasi e-Kinerja di Direktorat Kinerja
ASN belum berjalan optimal dan menghadapi
beberapa hambatan signifikan. Hambatan
utama adalah kurangnya pemahaman dan
pemanfaatan fitur tersebut. Pegawai dan
bahkan sebagian atasan masih menganggap
fitur ini menyulitkan dan memilih metode lama
seperti dialog kinerja langsung dan knowledge
sharing yang mereka anggap lebih efisien,
meskipun regulasi seperti SE Kepala BKN
Nomor 11 Tahun 2023 sudah berlaku. Hal ini
menciptakan kesenjangan antara kebijakan
yang ada dengan implementasi di lapangan.

menyimpulkan

Selain masalah teknis dan pemahaman,
terdapat isu terkait kesadaran pegawai
terhadap pentingnya pembinaan kinerja itu
sendiri. Sebagian pegawai tidak merasa
memerlukan bimbingan dan menilai fitur di
aplikasi  e-Kinerja lebih  rumit, yang
menyebabkan  kurangnya struktur dan
dokumentasi dalam proses pembinaan. Beban
kerja yang tinggi juga membatasi peran atasan
sehingga pembinaan kinerja tidak merata.
Lebih lanjut, aplikasi saat ini memiliki
keterbatasan karena hanya atasan yang dapat
mengajukan bimbingan atau konseling kinerja,
padahal Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022
mengamanatkan bahwa bawahan juga berhak
mengajukan secara  mandiri. Terakhir,
aksesibilitas aplikasi secara keseluruhan
belum optimal, menunjukkan adanya potensi
yang belum dimanfaatkan oleh Direktorat

Kinerja ASN untuk berkolaborasi dengan
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pengelola teknologi demi meningkatkan
efektivitas fitur pembinaan kinerja.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat
beberapa saran perbaikan yang dapat
diterapkan. Pertama, diperlukan penguatan
mengenai fitur
pembinaan kinerja e-Kinerja. Ini dapat
dilakukan melalui program internal yang
terstruktur, seperti Coffee Morning rutin, yang
mencakup demonstrasi langsung (live demo)
penggunaan aplikasi serta simulasi praktik di
lingkungan pelatihan (e-Kinerja Training),
dipimpin langsung oleh atasan.

sosialisasi dan edukasi

Kedua, perlu adanya upaya untuk
menanamkan pola pikir (mindset) yang lebih
positif tentang pentingnya pembinaan kinerja.
Hal ini dapat dicapai melalui sesi knowledge
sharing bulanan yang berfokus pada pola pikir
bertumbuh (growth mindset), di mana
kegagalan dilihat sebagai peluang belajar dan
umpan balik dicari secara aktif. Ketiga, peran
atasan dalam pembinaan individual harus
ditingkatkan melalui alokasi waktu berkala—
misalnya 15 menit per pegawai setiap bulan—
dengan  menggunakan kerangka Kkerja
terstruktur seperti metode GROW (Godl,
Reality, Option, Will) untuk memastikan proses
bimbingan terukur.

Keempat, Direktorat Kinerja ASN harus segera
mengembangkan aksesibilitas aplikasi dengan
berkolaborasi bersama Direktorat PPSL
Pengembangan ini idealnya mencakup
pembuatan versi mobile dan optimalisasi fitur
agar pegawai memiliki akses mandiri untuk
mengajukan bimbingan kinerja sesuai amanat
regulasi. Pengembangan tersebut wajib
melalui tahap uji coba terbatas sebelum
diimplementasikan secara luas.
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